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ABSTRACT.
The development of cooperative institutions among civil servants has been recognized as an effective strategy to improve financial security and economic stability. This study analyzes the feasibility of establishing a Cooperative for Civil Servants (Koperasi ASN) in Kabupaten Kutai Kartanegara by evaluating its potential, challenges, and strategic approaches. Using a quantitative descriptive approach, the research surveyed 387 ASN across different regional zones—Pesisir, Tengah, and Hulu—to determine their preferences regarding cooperative models. The results indicate that the Savings and Loan Cooperative is the most favored model, reflecting ASN’s urgent need for accessible and affordable financial services. Additionally, Production and Marketing Cooperatives gained substantial interest as ASN seek opportunities for economic diversification and entrepreneurial activities. The study highlights the critical role of government support, digital transformation, and cooperative governance in ensuring success. Findings suggest that a zonal approach to cooperative development may optimize participation and sustainability, fostering economic resilience among ASN.
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ABSTRAK
Pengembangan lembaga koperasi bagi pegawai negeri sipil telah diakui sebagai strategi efektif dalam meningkatkan keamanan finansial dan stabilitas ekonomi. Penelitian ini menganalisis kelayakan pembentukan Koperasi ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan meninjau potensi, tantangan, serta strategi pengelolaan yang tepat. Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, penelitian ini melibatkan 387 responden ASN dari berbagai zona—Pesisir, Tengah, dan Hulu—untuk mengetahui preferensi mereka terhadap model koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam menjadi pilihan utama, menandakan kebutuhan mendesak ASN akan akses layanan keuangan yang mudah dan terjangkau. Selain itu, Koperasi Produksi dan Pemasaran mendapat perhatian besar karena meningkatnya minat ASN terhadap diversifikasi ekonomi dan aktivitas wirausaha. Studi ini menegaskan pentingnya dukungan pemerintah, transformasi digital, dan tata kelola koperasi dalam menjamin keberhasilan koperasi ASN. Hasil penelitian menyarankan bahwa pendekatan zonasi dalam pengembangan koperasi dapat meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan koperasi dalam memperkuat ketahanan ekonomi ASN.
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PENDAHULUAN
Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kinerja optimal ASN menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan daerah, terutama dalam mewujudkan pelayanan berkualitas dan tata kelola yang efektif (Muttaqin, 2024). Salah satu aspek yang memengaruhi kinerja ASN adalah tingkat kesejahteraan mereka. ASN yang memiliki kesejahteraan yang memadai, baik dalam aspek finansial maupun sosial, cenderung lebih produktif, termotivasi, dan berkomitmen dalam menjalankan tugasnya (Masrully, 2024). Sebaliknya, ASN yang mengalami ketidakstabilan ekonomi dapat menghadapi penurunan motivasi kerja, bahkan berpotensi menghadapi masalah serius terkait kesejahteraan sosial dan finansial.
Untuk mengatasi tantangan kesejahteraan ASN, koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota menawarkan mekanisme yang dapat memberikan solusi finansial dan ekonomi yang berkelanjutan. Koperasi sebagai entitas ekonomi berbasis solidaritas telah terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri di berbagai daerah (Biro Humas, 2023). Sebagai contoh, koperasi ASN di beberapa daerah telah berfungsi sebagai sarana simpan pinjam, pemberdayaan usaha mikro, serta dukungan sosial bagi anggotanya (Setyobudi, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992).
Di Kabupaten Kutai Kartanegara, kesejahteraan ASN menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi birokrasi. Program Kutai Kartanegara IDAMAN, khususnya dalam strategi “Aparatur Negara Bahagia”, telah dirancang untuk mendukung kesejahteraan ASN, termasuk pembentukan koperasi sebagai salah satu mekanisme ekonomi yang dapat meningkatkan stabilitas finansial dan kesejahteraan pegawai negeri (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016). Namun, meskipun koperasi ASN telah terbentuk, hingga kini belum terlihat kejelasan fungsi dan dampaknya terhadap kesejahteraan pegawai negeri (Rakhmadi, 2024). Oleh karena itu, kajian ini berupaya menggali potensi, tantangan, serta strategi pengelolaan koperasi ASN agar dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan pembentukan koperasi ASN, mengidentifikasi potensi, tantangan, serta strategi pengelolaan koperasi ASN yang efektif, dan merumuskan model koperasi ASN yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara.

KAJIAN PUSTAKA
Landasan Hukum Koperasi
Indonesia memiliki sistem koperasi yang telah diatur dalam berbagai regulasi sejak masa kolonial hingga era modern. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi landasan utama bagi koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi dalam perekonomian nasional (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992). Regulasi ini menggarisbawahi prinsip kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi fondasi dalam operasional koperasi.
Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 karena dianggap tidak sesuai dengan semangat koperasi, mengembalikan status hukum ke UU No. 25 Tahun 1992 (Winoto, 2023). Pembatalan ini mengindikasikan bahwa koperasi tetap harus berlandaskan asas kekeluargaan dan tidak boleh disamakan dengan badan usaha korporasi seperti Perseroan Terbatas (PT).

Teori Kesejahteraan
Konsep kesejahteraan dalam koperasi berakar pada teori ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith, yang menyebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui efisiensi pasar dan kebebasan ekonomi individu (Huda, 2016). Namun, dalam konteks sosial, Mohammad Hatta menyatakan bahwa koperasi merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi, yang berbeda dari kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan semata (Nurmala & Lamondo, 2022).
Kesejahteraan tidak hanya melibatkan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan psikologis. Dalam perspektif koperasi ASN, kesejahteraan mencakup dukungan finansial, stabilitas kerja, dan peningkatan kualitas hidup melalui mekanisme kolektif (Sakinah & Perkasa, 2023). Kesejahteraan ASN dapat ditingkatkan melalui koperasi yang menyediakan akses permodalan dengan bunga rendah serta program kesejahteraan seperti bantuan sosial dan edukasi keuangan.

Konsep Koperasi ASN
Koperasi ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan badan usaha berbasis keanggotaan ASN yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para pegawai negeri (Listiana et al., 2021). Model koperasi ASN menekankan prinsip partisipasi aktif anggota, pengelolaan yang demokratis, serta pemanfaatan keuangan yang efisien. Secara umum, koperasi ASN dapat berfungsi dalam bentuk simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran, dan jasa (Mardiyah, 2021).
KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) sebagai contoh koperasi ASN telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui penyediaan layanan keuangan, kebutuhan konsumsi, serta program sosial (Setyobudi, 2020). Manajemen koperasi yang profesional dan transparan menjadi faktor kunci keberhasilan koperasi ASN (Supriyadi, 2022).


Faktor-Faktor Keberhasilan Koperasi
Keberhasilan koperasi ASN bergantung pada beberapa faktor utama, yaitu manajemen yang profesional, partisipasi aktif anggota, modal yang cukup, serta dukungan pemerintah dan stakeholder terkait (Budianto et al., 2022). Studi menunjukkan bahwa koperasi dengan sistem pengelolaan yang transparan dan berbasis teknologi memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan dengan koperasi tradisional yang masih menggunakan metode konvensional (Dadi et al., 2023).
Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sistem manajemen berbasis digital juga membantu meningkatkan efisiensi operasional koperasi ASN, memastikan partisipasi anggota tetap tinggi dan mendukung keberlanjutan koperasi (Sidiq et al., 2019). Selain itu, pendidikan dan pelatihan keuangan bagi anggota koperasi merupakan elemen penting dalam meningkatkan literasi keuangan mereka sehingga mampu mengelola sumber daya keuangan dengan lebih baik (Anggraini et al., 2022).

Studi Kasus Koperasi ASN yang Berhasil
Beberapa koperasi ASN di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi Pegawai Negeri "Bangun Karya" berhasil meraih juara koperasi berprestasi tingkat provinsi karena penerapan manajemen yang profesional dan partisipasi anggota yang aktif (dpu@kulonprogokab.go.id, 2024).
Koperasi Promart BKN mencatat peningkatan aset sebesar 69% dan SHU sebesar 9,64% pada tahun buku 2023, menunjukkan efektivitas model bisnis dan efisiensi operasional dalam pengelolaan koperasi ASN (bp, 2024). Sementara itu, Koperasi Pegawai Lembaga Administrasi Negara (KOPELAN) berhasil meningkatkan SHU sebesar 10% pada tahun 2023 melalui optimalisasi sistem pembiayaan internal dan pengelolaan sumber daya (LAN RI, 2024).

METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang berfokus pada penggambaran kondisi subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang teramati. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memaparkan situasi tanpa menguji hipotesis atau membuat prediksi, tetapi lebih kepada observasi dalam setting alamiah, di mana peneliti berperan sebagai pengamat yang mengkategorikan perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya secara sistematis.
Metode yang digunakan adalah survei, di mana sampel diambil dari populasi ASN dan instrumen utama pengumpulan data adalah kuesioner. 

1. Lokasi
Penelitian dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan fokus pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan Koperasi ASN, seperti Sekretariat Daerah, KORPRI, Inspektorat Daerah, BKPSDM, dan Dinas Koperasi dan UKM.

2. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini mencakup seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (2023), jumlah ASN mencapai 12.022 pegawai, tersebar dalam berbagai jabatan dan golongan.
Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin, dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5%, sehingga jumlah sampel yang diambil adalah 387 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling, khususnya simple random sampling, agar setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden.
Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan beberapa langkah sistematis:
Reduksi Data: Menyaring data yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti isu aksesibilitas, sarana-prasarana, dan narasi budaya.
Penyajian Data: Data disusun dalam format tabel, peta, dan narasi untuk menampilkan potensi dan permasalahan secara terstruktur.
Penarikan Kesimpulan: Menginterpretasikan hasil analisis untuk menghasilkan rekomendasi strategis, seperti storytelling budaya, desain paket wisata, dan perencanaan infrastruktur.

3. Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert untuk mengukur persepsi, motivasi, pemahaman, dan harapan ASN terhadap koperasi. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap koperasi ASN yang sudah ada di beberapa wilayah serta perilaku ASN terhadap koperasi. Studi dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari peraturan, laporan, dan kebijakan yang relevan.
Analisis Data
Data dianalisis secara deskriptif dengan melihat frekuensi, persentase, dan rata-rata guna memahami karakteristik responden dan pola jawaban mereka.
Uji Keabsahan Data
Keabsahan data dijaga melalui uji validitas dengan korelasi Pearson dan uji reliabilitas menggunakan nilai Cronbach’s Alpha. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber data. Kredibilitas diperkuat melalui member check, sementara aspek transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas memastikan hasil penelitian konsisten, relevan di konteks lain, dan bebas dari bias.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Geografi Wilayah Kutai Kartanegara
Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di Provinsi Kalimantan Timur, dengan koordinat geografis antara 115°26'28" BT - 117º36'43" BT dan 1º28'21" LU - 1º08'06" LS. Wilayah ini memiliki posisi yang strategis karena berbatasan dengan Kabupaten Malinau di sebelah utara, Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makassar di timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan di selatan, dan Kabupaten Kutai Barat sebelah barat.
Dengan luas wilayah mencapai 27.263,10 km², Kutai Kartanegara menyumbang sekitar 12,89% dari total luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten ini terdiri dari 18 kecamatan dan 237 desa/kelurahan, dengan pusat pemerintahan berada di Tenggarong, yang juga dikenal sebagai kota budaya dengan warisan sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara.

2. Karakteristik Responden
Jumlah Responden Menurut Kecamatan

Gambar 1. Jumlah Responden Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Mayoritas responden berasal dari Kecamatan Tenggarong (23.0%), diikuti oleh Muara Kaman (14.2%), dan Muara Muntai (6.7%). Distribusi responden cukup merata di berbagai kecamatan.


Gambar 2. Proporsi Responden Menurut Gender
Mayoritas responden adalah laki-laki (54.0%), meskipun jumlah perempuan juga cukup signifikan (46.0%)

Kelompok Umur

Gambar 3. Proporsi Responden Menurut Kelompok Umur

Sebagian besar responden berada dalam rentang usia 41-51 tahun (38.7%), diikuti oleh kelompok usia 30-40 tahun (30.2%).

Golongan

Gambar 4. Proporsi Responden (ASN) menurut Golongan

Mayoritas responden berasal dari Golongan III (59.7%), menunjukkan dominasi pegawai negeri di tingkat menengah dalam populasi penelitian.


Gambar 5. Proporsi Responden menurut Tingkat Pendidikan

Mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir Sarjana (S1) sebesar 60.5%, sementara hanya 8.0% memiliki Magister (S2).

3. Hasil Survei
Kebutuhan Koperasi ASN
Sebagian besar responden menganggap pembentukan koperasi ASN sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pegawai. Sebanyak 86% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa koperasi ASN dibutuhkan untuk mendukung stabilitas finansial. Dalam hal model yang paling diinginkan, 35,7% memilih Koperasi Simpan Pinjam, diikuti oleh Koperasi Produksi sebesar 18,6%, Koperasi Konsumsi 17,6%, dan Koperasi Pemasaran 17,3%. Koperasi ASN diyakini dapat memberikan solusi konkret terhadap persoalan keuangan ASN, seperti melalui akses pembiayaan berbunga rendah dan layanan keuangan yang lebih terjangkau.

Motivasi dan Minat
Motivasi dan minat ASN untuk bergabung dalam koperasi terlihat cukup tinggi. Sebanyak 78,8% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa koperasi ASN memiliki manfaat ekonomi yang signifikan. Selain itu, 78,3% responden mengakui bahwa lingkungan kerja turut memengaruhi keputusan mereka untuk berpartisipasi dalam koperasi. Tak hanya dari sisi ekonomi, koperasi juga dipandang memberi manfaat sosial, dengan 79% responden menyatakan bahwa koperasi dapat menjadi sarana memperkuat nilai-nilai budaya seperti gotong royong.
Pemahaman tentang Koperasi
Pemahaman responden terhadap koperasi pun tergolong baik. Sebanyak 81,1% responden memahami prinsip dasar koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian, 85% responden menyatakan memahami perbedaan koperasi ASN dengan lembaga keuangan lain seperti bank atau lembaga kredit. Kesadaran akan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan juga tinggi, dengan 87,9% responden menyatakan setuju dan sangat setuju.

Komitmen terhadap Koperasi
Komitmen responden terhadap koperasi ASN tampak jelas, terutama dalam hal kepatuhan terhadap aturan dan kesiapan berkontribusi. Sebanyak 77,8% responden menyatakan kesediaan untuk mematuhi peraturan koperasi. Selain itu, 71,6% bersedia menyisihkan sebagian pendapatan mereka sebagai modal awal koperasi ASN. Kesadaran akan pentingnya disiplin sebagai anggota koperasi juga cukup tinggi, dengan 81,2% responden memahami pentingnya menjalankan kewajiban secara konsisten.

Partisipasi dalam Pendidikan dan Pelatihan
Dukungan terhadap program pendidikan dan pelatihan koperasi juga tinggi. Sebanyak 79,9% responden mendukung pelatihan pengelolaan koperasi sebagai sarana peningkatan kapasitas pengurus dan anggota. Lalu, 72,8% menyatakan kesediaan mereka untuk terlibat secara aktif dalam program pendidikan koperasi ASN. Di sisi lain, kerja sama dengan lembaga eksternal juga dianggap penting, dengan 79,9% responden menyebutnya sebagai strategi untuk meningkatkan keberhasilan koperasi.

Promosi dan Pengembangan Koperasi
Dalam aspek promosi dan pengembangan, sebanyak 83,2% responden bersedia mempromosikan koperasi ASN kepada rekan kerja mereka. Sebanyak 76,5% memahami pentingnya promosi yang efektif dalam menarik minat ASN untuk bergabung. Tak kalah penting, 87,6% responden mendukung diversifikasi layanan koperasi agar dapat memenuhi kebutuhan yang lebih luas di kalangan ASN.
Hasil ini memberikan gambaran menyeluruh tentang persepsi, motivasi, dan partisipasi ASN terhadap pembentukan koperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Data ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki peluang besar untuk berkembang dan menjadi solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan ASN, asalkan dikelola dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan para anggotanya.

PEMBAHASAN
Kelayakan Pembentukan Koperasi ASN
Pembentukan koperasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutai Kartanegara dinilai layak dari berbagai aspek, baik kebutuhan, potensi, maupun dukungan institusional. Hasil survei menunjukkan bahwa 86% responden mendukung pembentukan koperasi ASN, dengan mayoritas memilih jenis koperasi simpan pinjam. Selain itu, jenis koperasi produksi dan konsumsi juga cukup diminati, yang mencerminkan keberagaman kebutuhan ekonomi di kalangan ASN (BPS Kutai Kartanegara, 2024).
Kesiapan individu ASN untuk menjadi anggota koperasi turut memperkuat kelayakan pembentukan ini. Sebagian besar responden bersedia mematuhi aturan koperasi, menyisihkan sebagian pendapatan sebagai modal awal, serta aktif dalam pendidikan dan pelatihan pengelolaan koperasi. Hal ini menunjukkan adanya kesiapan sumber daya manusia, yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan koperasi (Sugiyanto, 2023).
Dukungan kelembagaan juga menjadi aspek penting. Meskipun program Aparatur Negara Bahagia dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum sepenuhnya optimal, program ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan ASN. Peran lembaga seperti BKPSDM, Dinas Koperasi, serta BUMD/BUMN dalam memberikan pendampingan teknis dan kelembagaan memberikan dasar yang kuat bagi pembentukan koperasi ASN (Pemkab Kukar, 2024).
Aspek budaya tidak dapat diabaikan. Budaya gotong royong yang masih kuat di lingkungan ASN dapat dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama antaranggota koperasi. Koperasi dapat menjadi sarana memperkuat nilai sosial seperti kebersamaan, saling membantu, dan semangat kolektif, yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik (Nugroho, 2022).
Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi. Di antaranya adalah keterbatasan anggaran dari APBD untuk mendukung inisiatif koperasi ASN, serta masih perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran ASN tentang manfaat koperasi. Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan menjadi langkah penting untuk mengatasi hambatan tersebut (Wahyuni, 2023).
Dengan mempertimbangkan dukungan anggota, kesiapan kelembagaan, dan potensi budaya lokal, pembentukan koperasi ASN di Kutai Kartanegara dinilai layak untuk direalisasikan sebagai strategi peningkatan kesejahteraan ASN sekaligus penguatan pelayanan publik.

Potensi Pembentukan Koperasi ASN
Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi besar untuk mengembangkan koperasi yang berbasis pada ASN (Aparatur Sipil Negara). Sebagai daerah yang didominasi oleh sektor pemerintahan dan industri migas, ASN di Kutai Kartanegara berperan vital dalam perekonomian daerah. Pembentukan koperasi ASN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota melalui layanan seperti simpan pinjam, pembiayaan, dan pengembangan usaha. Selain itu, Kabupaten Kutai Kartanegara dikenal kaya akan sumber daya alam dan memiliki berbagai sektor usaha yang beragam, mulai dari pertanian, perikanan, hingga industri kreatif (M Aidil Siddiq, 2020).
ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi ekonomi yang besar karena jumlah mereka yang signifikan dan tersebar merata di berbagai instansi pemerintahan, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Dengan jumlah ASN yang besar dan kebutuhan ekonomi yang beragam, pembentukan koperasi dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara kolektif.
Dalam konteks penguatan ekonomi mikro, koperasi ASN dapat membantu anggota dengan pengelolaan keuangan yang terstruktur dan berbasis prinsip kekeluargaan. Selain memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, koperasi dapat menyediakan pinjaman berbunga rendah, simpanan dengan bagi hasil, serta program kesejahteraan, seperti beasiswa untuk anak ASN, perumahan, dan usaha mikro (Batubara, 2021).
Dukungan Pemerintah dan Regulasi: Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pembentukan koperasi ASN didorong untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang proaktif dalam pengembangan ekonomi kerakyatan memberikan dorongan signifikan untuk pengembangan koperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Andi Satria Harahap, 2020).
Dalam jangka panjang, koperasi ASN dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan daya saing daerah. Inovasi teknologi digital juga berpotensi diterapkan untuk mempermudah akses anggota terhadap layanan koperasi.
Penguatan Ekonomi Daerah: Koperasi ASN juga memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan berinvestasi pada UMKM lokal atau menjalin kerjasama dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), yang mendukung perkembangan ekonomi berbasis komunitas.

Tantangan Pembentukan Koperasi ASN
Pembentukan koperasi ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri melalui pengelolaan ekonomi berbasis prinsip kekeluargaan dan gotong-royong. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat partisipasi optimal. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan bahwa banyak ASN yang masih enggan untuk bergabung atau berpartisipasi aktif dalam koperasi. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai tantangan yang saling berkaitan, seperti kurangnya kesadaran tentang manfaat koperasi, manajemen koperasi yang kurang efektif, dan keterbatasan kepemimpinan yang dapat mengarahkan koperasi menuju keberlanjutan yang lebih baik.
Tantangan pertama adalah rendahnya kesadaran ASN mengenai manfaat koperasi. Sebagian besar ASN belum sepenuhnya memahami peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan bagaimana koperasi dapat menjadi solusi bagi masalah keuangan pribadi mereka. Banyak yang masih melihat koperasi sebagai lembaga yang kurang relevan atau bahkan memiliki persepsi negatif terkait pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih intensif tentang keuntungan dan manfaat bergabung dalam koperasi, seperti melalui seminar, pelatihan, dan sosialisasi yang lebih sering di kalangan ASN. Tanpa pemahaman yang kuat, ASN lebih cenderung memilih lembaga keuangan konvensional yang mereka anggap lebih familiar, meskipun koperasi menawarkan alternatif yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang.
Tantangan kedua adalah masalah manajerial dalam pengelolaan koperasi. Banyak koperasi ASN kesulitan dalam mengelola keuangan dan operasional mereka karena tidak menerapkan prinsip manajemen modern dan efisien. Pengelolaan yang buruk sering kali disebabkan oleh pengurus yang tidak memiliki pelatihan manajerial khusus dan rendahnya kemampuan dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas manajerial melalui pelatihan bagi pengurus sangat penting. Selain itu, penerapan teknologi modern dalam pengelolaan koperasi akan membantu koperasi beroperasi dengan lebih efisien dan transparan.
Tantangan ketiga adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Masalah ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan anggota, termasuk ASN, yang akhirnya enggan untuk bergabung atau tetap menjadi anggota koperasi. Ketika manajemen koperasi tidak berjalan dengan baik, persepsi negatif akan semakin kuat, sehingga potensi koperasi untuk memberikan manfaat kepada anggotanya terhambat.
Kepemimpinan yang efektif juga menjadi tantangan besar. Banyak koperasi ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara kesulitan menemukan pemimpin yang memiliki kemampuan dan integritas untuk mengelola koperasi secara profesional dan inspiratif. Pemimpin yang kurang memiliki visi dan kemampuan manajerial dapat menghambat kinerja koperasi serta mengurangi kepercayaan anggota. Oleh karena itu, jika pejabat atau tokoh penting di kalangan ASN aktif terlibat dan menunjukkan komitmen nyata terhadap koperasi, hal ini dapat memberikan pengaruh yang besar. ASN lainnya akan lebih termotivasi untuk bergabung ketika mereka melihat contoh nyata dari kelebihan koperasi yang didukung oleh figur otoritatif di lingkungan mereka (Al Idrus, n.d.).
Kombinasi dari tantangan ini—kurangnya kesadaran mengenai manfaat koperasi, manajemen yang buruk, dan kurangnya figur panutan—berdampak langsung pada tingkat partisipasi ASN dalam koperasi. Tanpa pemahaman yang cukup, ASN enggan terlibat. Manajemen yang tidak baik semakin memperburuk citra koperasi, sementara tanpa figur panutan yang mendorong mereka untuk bergabung, ASN merasa tidak ada urgensi atau motivasi untuk berpartisipasi.
Akibatnya, koperasi yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kesejahteraan ASN tidak dapat berkembang maksimal. Potensi koperasi untuk menyediakan akses keuangan yang lebih baik dan peluang usaha bersama terbatas, sementara ASN terus bergantung pada lembaga keuangan lain yang lebih besar namun tidak selalu memberikan keuntungan lebih baik.

Strategi Pembentukan Koperasi ASN
Untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam pembentukan koperasi ASN, beberapa langkah strategis perlu diambil, antara lain:
1. Sosialisasi dan Edukasi yang Lebih Intensif
Sosialisasi dan edukasi mengenai koperasi harus ditingkatkan, baik melalui pelatihan, seminar, maupun kampanye yang menyoroti manfaat koperasi. ASN perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara koperasi dapat membantu mereka dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarga. Pemahaman yang kuat akan mendorong partisipasi aktif dari ASN, karena mereka akan lebih menyadari keuntungan yang dapat diperoleh dari bergabung dalam koperasi.
2. Perbaikan Manajemen Koperasi
Perbaikan manajemen koperasi sangat diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi. Pengelola koperasi harus memastikan transparansi dalam pengelolaan dana serta memberikan pelayanan yang baik dan responsif kepada anggota. Penyusunan sistem manajemen yang lebih baik, termasuk akuntabilitas dan evaluasi berkala, akan meningkatkan kepercayaan ASN untuk berpartisipasi dalam koperasi tersebut. Manajemen yang baik akan menjamin keberlanjutan koperasi dan memberi dampak positif bagi anggotanya (Al Idrus, n.d.).
3. Menampilkan Figur Panutan yang Menginspirasi
Penting untuk menampilkan figur panutan yang dapat menginspirasi ASN untuk bergabung dalam koperasi. Pemimpin atau tokoh penting di lingkungan pemerintahan, seperti kepala dinas atau pejabat tinggi lainnya, harus menunjukkan dukungan aktif terhadap koperasi, baik dengan menjadi anggota maupun memimpin koperasi. Keterlibatan mereka dapat mendorong ASN lainnya untuk mengikuti jejak tersebut, karena melihat contoh nyata dari komitmen yang ditunjukkan oleh figur otoritatif di lingkungan mereka (Batubara, 2021).

Model Koperasi ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara
Berdasarkan data hasil penelitian, model Koperasi Simpan Pinjam menjadi pilihan utama para ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara karena kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan finansial dengan cara yang efektif. Layanan yang diberikan oleh koperasi ini, seperti akses kredit dengan bunga rendah serta tabungan yang aman dan menguntungkan, dinilai sangat membantu dalam menstabilkan kondisi keuangan pegawai negeri. Preferensi terhadap Koperasi Simpan Pinjam mencerminkan kebutuhan utama ASN akan solusi keuangan yang cepat dan fleksibel (Budianto et al., 2022).
Selain itu, terdapat ketertarikan signifikan terhadap Koperasi Produksi, yang menjadi alternatif untuk ASN yang memiliki minat dalam bidang kewirausahaan. Melalui koperasi ini, ASN dapat menyalurkan keterampilan dan membangun usaha produktif bersama, yang memungkinkan peningkatan pendapatan melalui pembagian hasil usaha. Hal ini menunjukkan bagaimana koperasi dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi bagi ASN sekaligus mendorong daya saing mereka di luar pekerjaan utama (Setyobudi, 2020).
Koperasi Konsumsi juga mendapatkan perhatian karena kemampuannya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Dengan menyediakan barang pokok dengan harga grosir atau diskon khusus, koperasi ini dianggap mampu menekan biaya hidup ASN, terutama dalam konteks kebutuhan rumah tangga (Mardiyah, 2021). Kemudahan akses terhadap barang-barang pokok ini menunjukkan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota melalui pendekatan kolektif.
Bagi ASN yang memiliki produk atau jasa untuk dipasarkan, Koperasi Pemasaran menjadi pilihan utama untuk mendukung promosi, distribusi, dan penjualan. Dengan bantuan koperasi ini, produk lokal yang dihasilkan ASN dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik dalam skala lokal maupun regional. Hal ini sejalan dengan peran koperasi sebagai fasilitator ekonomi lokal yang terintegrasi (Dadi et al., 2023).
Meskipun jumlah peminatnya relatif lebih kecil, Koperasi Jasa tetap memiliki daya tarik, khususnya bagi ASN yang membutuhkan layanan tambahan seperti transportasi, wisata, atau jasa pendukung lainnya. Peran koperasi ini dianggap relevan dalam memberikan kemudahan pada aspek-aspek tertentu yang mendukung aktivitas kerja atau kebutuhan pribadi ASN (Supriyadi, 2022).
Secara keseluruhan, preferensi terhadap model-model koperasi ini mencerminkan kebutuhan ASN yang beragam, mulai dari akses keuangan yang lebih baik, dukungan dalam kegiatan produktif, hingga promosi dan pemasaran produk. Preferensi ini juga menggambarkan bahwa koperasi dapat menjadi alat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ASN secara menyeluruh jika dikelola dengan profesional dan relevan terhadap kebutuhan anggota
.
Preferensi Model Koperasi ASN menurut Zona Responden
Preferensi terhadap model koperasi ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara bervariasi tergantung pada wilayah tempat ASN bekerja serta kebutuhan ekonomi setempat. ASN di Zona Pesisir, Zona Tengah, dan Zona Hulu menunjukkan pola preferensi yang mencerminkan kondisi masing-masing wilayah dalam hal akses keuangan, potensi usaha, dan layanan yang tersedia.
Di Zona Pesisir, yang mencakup Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Jawa, Sangasanga, Samboja, dan Samboja Barat, ASN lebih cenderung memilih koperasi yang dapat memberikan akses finansial dan memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Koperasi Simpan Pinjam (26%) menjadi pilihan utama karena memberikan kemudahan akses dana dengan bunga rendah, yang sangat dibutuhkan di wilayah dengan aktivitas ekonomi yang bergantung pada perikanan dan perdagangan lokal (Budianto et al., 2022). Selain itu, Koperasi Konsumsi (22,9%) dipilih untuk menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau melalui sistem grosir atau diskon khusus bagi anggota (Mardiyah, 2021). Koperasi Pemasaran (17,7%) dianggap penting untuk membantu distribusi produk perikanan dan kerajinan daerah, memperluas jaringan pasar bagi ASN yang memiliki usaha sampingan (Dadi et al., 2023). Meskipun lebih sedikit peminatnya, Koperasi Produksi dan Jasa (16,7% masing-masing) tetap berperan dalam mendukung usaha lokal dan layanan pendukung seperti transportasi dan perjalanan dinas (Supriyadi, 2022).
Di Zona Tengah, yang meliputi Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Sebulu, dan Muara Kaman, preferensi ASN lebih berorientasi pada pembiayaan usaha dan peningkatan ekonomi berbasis produksi. Koperasi Simpan Pinjam (42,4%) menjadi pilihan utama karena tingginya kebutuhan ASN untuk akses keuangan guna mendukung usaha mandiri dan kebutuhan pribadi (Setyobudi, 2020). Koperasi Produksi (17,1%) menjadi opsi penting karena banyak ASN di wilayah ini memiliki potensi usaha di bidang produksi barang dan jasa, terutama yang berhubungan dengan sektor pertanian dan industri kecil (Sakinah & Perkasa, 2023). Koperasi Konsumsi (16,7%), Pemasaran (14,8%), dan Jasa (9%) juga memiliki peran penting, terutama dalam mendukung kebutuhan harian ASN dan memperluas pemasaran produk lokal mereka (Budianto et al., 2022).
Di Zona Hulu, yang mencakup Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang, tantangan utama adalah akses keuangan yang terbatas serta sulitnya distribusi produk lokal karena infrastruktur yang kurang memadai. Koperasi Simpan Pinjam (29,6%) menjadi kebutuhan utama ASN di zona ini, karena koperasi dianggap sebagai solusi dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah dijangkau (Dadi et al., 2023). Koperasi Produksi (24,7%) juga mendapatkan perhatian besar karena banyak ASN di wilayah ini bekerja di sektor agribisnis dan membutuhkan sarana untuk mengelola hasil bumi secara lebih efektif (Mardiyah, 2021). Koperasi Pemasaran (23,5%) penting untuk membantu memperluas akses produk lokal ke pasar yang lebih besar, mengatasi kendala transportasi dan distribusi yang sering terjadi di daerah pedalaman (Setyobudi, 2020). Koperasi Konsumsi (13,6%) dan Jasa (8,6%) masih dibutuhkan, meskipun lebih sedikit peminatnya dibandingkan model koperasi lainnya, terutama untuk membantu ASN mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih bersaing serta layanan pendukung seperti transportasi dan jasa konsultasi (Supriyadi, 2022).
Secara umum, Koperasi Simpan Pinjam menjadi model yang paling diminati di semua zona, menandakan bahwa ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara mengutamakan akses keuangan yang stabil sebagai prioritas utama. Namun, permintaan terhadap Koperasi Produksi dan Pemasaran juga menunjukkan minat ASN untuk mengembangkan usaha ekonomi lokal. Sementara itu, Koperasi Konsumsi dan Jasa tetap relevan dalam membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan mendukung aktivitas ASN. Dengan memahami preferensi ini, pengelolaan koperasi ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat lebih efektif dalam menyesuaikan layanan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah dan memastikan keberlanjutan operasional koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ASN secara keseluruhan.


KESIMPULAN
Pembentukan Koperasi ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara berpotensi meningkatkan kesejahteraan ASN melalui akses keuangan yang lebih baik, peluang usaha produktif, serta dukungan bagi aktivitas konsumsi dan pemasaran. Koperasi Simpan Pinjam menjadi model yang paling diminati, diikuti oleh Koperasi Produksi dan Pemasaran, yang mencerminkan kebutuhan ASN untuk mengembangkan ekonomi lokal. Koperasi Konsumsi dan Jasa meskipun sedikit diminati, tetap relevan dalam membantu pemenuhan kebutuhan harian dan layanan pendukung bagi ASN.

Rekomendasi
1. Optimalisasi Model Koperasi, yaitu menyesuaikan jenis koperasi dengan kebutuhan tiap zona agar layanan lebih tepat sasaran.
2. Penguatan Regulasi & Kebijakan, dimana Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, pendanaan, dan pelatihan.
3. Partisipasi & Edukasi ASN, yaitu dengan meningkatkan sosialisasi dan literasi keuangan bagi ASN agar koperasi dikelola secara transparan dan berkelanjutan.
4. Kemitraan & Digitalisasi, dengan mendorong kerja sama dengan pihak eksternal serta penerapan teknologi untuk efisiensi operasional koperasi.
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